SALINAN

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN MAYAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA,

bahwa tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tidak sesuai lagi
dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian,
sehingga perlu diadakan perubahan tarif Retribusi dimaksud;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan
Bupati Maluku Tenggara tentang Perubahan Tarif Retribusi
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan UU
Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
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Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang
Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran
Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 264);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
2008 Nomor 08 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
2012 Nomor 4 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 218);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
SEBAGAIMANA DIATUR  DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
MAYAT.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor
4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Penggalian dan pengurukan tempat pemakaman Rp.700.000,-

b. Sewa yang bersifat permanen sekali bayar dengan ukuran tidak lebih dari
2,5m x 1,5m = Rp.1.000.000,-

c. Mendirikan bangunan diatas tanah kubur dengan ukuran tidak lebih dari
2,5m x 1,5m = Rp.500.000,-

d. Penguburan kembali/pembongkaran jenasah sebesar 50% (lima puluh
persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Penggunaan tempat pembakaran/pengabuan mayat Rp.2.500.000,-/mayat.

f. Penggunaan tempat pembakaran/pengabuan kerangka Rp.1.560.000,/
kerangka.

(2) Hak pemakaian atas tanah makam/kuburan berlaku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama setelah
yang berkepentingan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan/atau huruf c.

(3) Penguburan jenasah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
bagi keluarga yang tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan
tidak mampu dari Lurah/Kepala Ohoi tidak dikenakan retribusi.

(4) Khusus bagi jenasah yang status/alamat domisilinya bukan berasal dari
Kabupaten Maluku Tenggara, dikenakan nilai sewa sebesar 2 (dua) kali nilai
sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Sehubungan dengan upah penggalian, pengurukan, pembakaran dan
pengabuan mayat, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI MALUKU TENGGARA,
Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN



Diundangkan di Langgur
pada tanggal 4 Maret 2019

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd
MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 23



